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L Dz dalam Undang Undano Nomor 16 Tahun 201 1 tentng Bantucm Hukum, kebemdaan G
o pamlegal sudahdiakui di dalam Pasal 9 huruf a, yang: mengamr bahwa Pemberi Bantuan
- Hukum berhak melafukan rekrutmen terhadap advelar, _paralegal, dosen, dan mahas;swa__' o
"5-;; fakultas hukum Kerentuan tersebut memberikan ruang kepada Pemberz Bamuan Hukwm

~bahwa dalam melal»sanakan bantuan hukum- bagi orang atau. kelompok orang miskin,

Pemberi Bantuan Hukum bisa melibatkan pamleoal dengan ‘merekrut. -mereka dari .

komunitas-komunitas di ~mana . pamlegczl itusberasal . yaitu pa_ralegal_ yang berbasis
. masyarakat. Dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Bantuan Hukum juga
- mengatur; bahwa Paralegal . sebagai salah.satu. Pelaksana Bantuan - Hukum . harus
‘tergabung dan - terdaﬁar pada salah sam Pemberi Bantuan Hukum yang temk;edztasz

. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan. sertifikar dan harus patuh

" terhadap Kede . Etik Pelayanan Bantuwan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi
Bantuan Hukum fempat paralegal tersebut terdaftar. Tetapi fakianya di lapangan, belum
-ada standar yang seragam mengenai paralegal ini, masing-masing Organisasi Bantuan
- Hukum memiliki standar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, unnk membenkan bantuan
hukum yang memenuhi kebutuhan penerima bantuan hukum, diperlukan pembinaan bagi
paralegal khususnya mengenai peran, fungsi, dan kompetensi paralegal dalam melayani
pemberian  banguan - hukum, . sehingga perlu . disusun - petunjuk - pelaksanaan  sebagai
pedoman dalam melaksanakan standar bagi paralegal untuk memberikan bantuanihukum
sebagaimana amanat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hulkum
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan’Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukumvdan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,

A. Pendahuluan Selama ini, pemberian Bantuan
Dengan  disahkannya  Undang- Hukum yang dilakukan belum banyak

EINDANG UNQANG NOM@R 16 TAHUN 2911 TENTANG %ANTUAN HUKUM |

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantwan Hukum pada tanggal 31
Oktober 2011 maka memberikan dasar
bagi negara untuk menjamin warga
negara khususnya bagi orang atau
kelompok  orang  miskin  untuk
mendapatkan  akses  keadilan dan
kesamaan di hadapan hukum. Oleh
karena itu, tanggung jawab negara harus
diimplementasikan melalui pembentukan
Undang-Undang Bantuan Hukum.'

menyentuh orang atau kelompok orang
miskin, sehingga mereka kesulitan untuk
mengakses keadilan karena terhambat
oleh ketidakmampuan mereka untuk
mewujudkan  hak-hak  konstitusional
mereka. Pengaturan mengenai
pemberian Bantuan Hukum dalam
Undang-Undang  Bantuan  Hukum
merupakan jaminan terhadap hak-hak
konstztusmna} orang atau kelompok
orang miskin.”




= Berdasarkan Pasal 1 cangka: il
o "._---UndanU-Undang Nomm 16 T ahun 2011'-'
 tentang - Bantuan- Hukum, pengeman' S
et _:_Bantuaa Hukum adalah jasa hukum yang ©
_'.'_'dlbenkan oleh Pember; Bamuan Hukum5'-.-:
_ --j.secaia cuma«cuma kepada Penenmajfi.
.- Bantuan Hukum Pemben ‘Banfuan
o H_uk_um_ adalah_lembaga banian hukum
'."'_at_'a_u_'(')waﬂisa'si ‘kemagyarakatan yang.
 memberi . layanan Bantuan Hukum -
._=berdasark’m Undang—Undang Sedang- -
5-*kan Penenma Bantuan  Hukum . adaiah_-

i orzmg ‘atau kelompok orang miskin.”
Di dalam Undanmund'mg Bantuan
Bantua_'n Huku_m adalah lembaga bantuan

- hukum -atau organisasi kemasyarakatan
. yang 'memberi layanan Bantuan Hukum
w.--berdasarkan © Undang-undang Bantuan -
- Pemberi < Bantuan  dalam

- Hukum.
- melaksanakan bantuan hukum kepada
*orang -atau kelompok ‘orang miskin
“berhak “‘untuk melakukan rekrutmen

~terhadap advokat, paralegaj dosen, dan

““mahasiswa fakultas hukum.® Ketentuan
~ini menyiratkan bahwa Pemberi Bantuan

- Hukum bisa “dilakukan oleh advokat,

~'paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
- hukum yang tergabung dalam Organisasi
Bantvan Hukom yang,sudah terverifikasi
‘dan  terakreditasi oleh. Kementerian
Hukum dan HAM RI. "Hanya saja
keteptuan  ini  tidak  memberikan
penjelasan  lebih  lanjut mengenai
pengertian atau definisi dari paralegal itu
sendiri.

Paralegal adalah gambaran pekerja-
an yang membantu pengacara dalam
pekerjaannya dan istilah ini dipakai di
beberapa negara. Paralegal itu sendiri
bukanlah pengacara bukan juga petugas
pengadilan, oleh pemerintah sendin
paralegal  tidak  diizinkan  untuk
berpraktik hukum. Aslinya paralegal
adalah pembantu pengacara vang
berpraktik dan melayani klien dalam
masalah hukum.”

‘yang - dimaksud < Pemberi

G Dz beberapa neﬁara sepern Amerika 00
: :-Sen}mt ‘para ahli- ‘hukom mengakui -
--i_'paradegal adalah p10f€S1 yanﬂ ‘berada
- langsung di bawah supervisi pengacara.
© Namun -di Inggris Raya didefinisikan
=fi3p10fes:1 “obukan
-_=-_.:menge;jd1\an pekeljaan legal terlepas
. siapa  yang mengerjakannya. Meski

demikian tidak ada definisi yang

pengacara tetapx

konsisten mengenai paralegal \seperti:

. peranan dan pekerjaan, status, syarat dan
“kondisi kerja,”
" peraturan atau apa pun schingga setiap
- yurisdiksi  harus  memandang  secara
individual.® e i

{raining, peraturan-

Permasalahan
- Dan ‘uraian latar belakang per-

-masalahan tersebut, dirumuskan per-

masalahan sebagai berikut:

‘1. Bagaimana  eksistensi ‘dan peran

- paralegal ' dalam bantuan hukum di
duniainternasional?

2. Sejauhmana Undang-Undang Nomor
{0 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum beserta - peraturan-peraturan
pelaksanaannya memberikan - peran
paralegal di dalam Bantuan Hukum?

Pembahasan
C.1. Eksistensi dan Peran Paralegal
di Beberapa Negara
Pada komunitas masyarakat di
seluruh dunia, orang-orang
berjuang dengan berbagai masalah
hukum vyang berkaitan dengan
tempat tinggal, keluarga, utang,
kejahatan, properti, dan hal-hal
lain yang mempengaruhi
kesejahteraan  mereka. Mereka
yang miskin, mereka yang secara
geografis terisolasi, atau mereka
yang rentan seringkali tidak dapat
memperoleh  bantuan  dalam
memecahkan masalah peradilan
mereka. Mereka menderita di
bawah  undang-undang  yang
diskriminatif atau tidak memiliki




S _.::sarana hukum untuk meneoakkan
*.. NOIMA-Norma : Syang seharusnya' '

- melindungi mereka.

. masa pasca konﬂ:k atau di negara-
. negara - "berkembang, .. pengacara

‘yang biasanya banyak ditemukan

di tempat~tempat dimana terdapat
- konsentrasi penduduk. dan sentra-
sentra blsms seringkali tidak dapat
. memenuhi permintaan atas layanan
.. peradilan.
- Penggunaan paralegal pertama
- kali - dikembangkan - di negara-
. nepara seperti Ingeris, Amerika
Serikat, dan .-Belanda '@ dimana

- mereka bertindak sebagal asisten
- pengacara. Sebagaimana paralegal
.- berbasis . masyarakat,  mereka

. . .bekerja sebagai penasihat hukum
. namun - tidak  mempunyai izin

untukmmelakukan praktik hukum.
~Contohmya di Belanda, pem-
. baharuanterhadap Sistem Bantuan
- Hukum pada tahun 2003  telah
‘membentuk Unit Layanan Hukumn
yang didanai oleh'Dewan Bantuan
- Hukam yang - didukung
pemermntah, di mana paralegal
- bekerja sama dengan pengacara
untuk memberikan bantuan
huokum. Tanpa dikenakan biaya,
klien dapat memperoleh informasi
umum, klarifikasi masalah hukum
yang  dihadapinya, informasi
tentang berbagai pilihan langkah
hukum  yang tersedia untuk
mereka, serta memperoleh rujukan
pada pengacara atau badan layanan
lainnya. Model paralegal vang
serupa juga terdapat di Polandia
melalui jaringan Biro Penasihat
Warga. Jaringan konseling ini

- Paralegal berbasis masy‘uakat_
~ - dapat membantu. ‘masyarakat yang
. tidak  memiliki . akses ‘terhadap . -

. s;.stem hukum untuk menyelesa1~_ g
+kan masalah peradﬂan mereka. .
: --_Khususnya di negara-negara pada r -

.Ej_if_:khususnya dlke}ola oieh staf _
- sukarela’ “namun - beker_}asama R
::.;.-dengan badan badan pemermtah' '

seperti Kementen‘m ‘Kebijakan' = -
- Sosial : -dan - -Biro. -Ombudsman .
" -__f.:f.}Pohndza Terdapat banyak ‘contoh
- bagusw.lainnya: yang berkaitan
. dengan Jembaga bantuan hukum di

. . negara-negara . -seperti Bntama s
e "';Raya dan’ Amenka Senkat RREE
-..Di ' negara-negara . seperti
_--Afnka Selatan dan Filipina, skema
paralegal . menggabungkan pen-

- idekatan berbasis - masyarakat dan

- . HAM, -dengan pandangan yang
.. lebih holistik atas akses terhadap
keadilan. . _Pendekatan ini, yang
- -seringkali  disebut sebagai pem-
- -berdayaan hukum, didasarkan pada

. kebutuhan. -dan  kegiatan akar-

. Iumput namun mempunyal elemen

_ tambahan . vyang . - mencakup

.. kecbutuhan  hukum pada tingkat
masyarakat . wuntuk . melakukan
-.advokasi pembaharuan kebijakan

- pemerintah, = perundang-undangan

dan ‘lembaga publik. Pendekatan

- Ini menekankan pada kemampuan
Kkhas - dari kelompok masyarakat
~.sipil untuk memahami kebutuhan

dan = dinamika  lokal  serta
efektivitas . dari kelompok-
kelompok inisuntuk mendorong
input __dokat bagi upaya
pembaharuan.

Program - paralegal berbasis
masyarakat telah diprakarsai oleh
beragam aktor termasuk kelompok
pembangunan masyarakat,
organisasi HAM, dan Kkiinik
hukum di Sekolah Hukum. Contoh
dari program yang telah mapan
mencakup Alternative Law Group
di Filipina, Community Law and
Rural Development Centre di
Afrika Selatan, Paralegal Advisory
Service di Malawi, dan Legal

ViaJalaln HUuRKuUnT Nas1ordl
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':.Fouhddrfo'n

mampu - dan terpmfrgukan Oleh

*_s_egumlah -negara mengkhususkan
odind pada populam ‘klien yang

S -'spesuﬁk “atans perm_asaiahan
B tertentu Contohnya Kasama,

. suatu organisasi: paralegal berbasis
¥ 3-.masyarakat untuk petam Filipina

fokus 4 Spadi. " permasalahan
- 'penggunaar lahan yang merupakan
" hal yang ‘sangat penting bagi kaum

' petani. Paralegal Advisory Service

. di Malawi mengutamakan masalah
"'*-".yanﬂ terkait dengan ‘tahanan dan

i sistein peradﬂan pzdana Di

- Bangladesh, Madaripur-Legal Aid

+Association bergerak khusus dalam
~altematif ' penyelesaian sengketa.

S Mema_hanu kebutuhan utama dari
' masyarakat ‘yang - dilayani dan
- rangkaian layanan terbaik untuk
* memenubi - kebutuhan tersebut

merupakan  salah  satu  dari
keputusan “yang paling penting
- yang akan dibuat pada tahap-tahap
awal  dalam “.mengembangkan
program paralegal. Q

Di dunia internasional, Komisi
Pencegahan Kejahatan dan Sistem
Peradilan  Pidana  Perserikatan
Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah
menyetujui  Prinsip-Prinsip  dan
Panduan PBB tentang Akses
Bantuan Hukum di dalam Sistem
Peradilan Pidana di Wina Austria
pada tanggal 23-27 April 2012. D1
dalam  prinsip-prinsip  tersebut
diatur salah satunya Panduan
Mengenai Paralegal, yaitu sebagai
berikut:

Negara-negara harus, sesuai

dengan hukum domestiknya

dan bilamana dipandang tepat,

Cdi __--j-_--'_-mengalxm _ L
| S " “dimainkan-oleh pa:ralegal ataw
Paraleoal _yang : fokus - pada S
-: akses terhadap keadilan' blasanya' ol
-'-'bekerja dengan masyarakat tidak -0

i Coiakses menuju 'peﬁgaca_ra e

karena " itu, program paralecral " — __'.'terba.tas o Lo T

: Ha_'i telsebut membul\tlkan bahwa *
" 'PBB sebageu orgamsas1 dunia telah
: “‘memberikan’: peran paralegal
"_'f"_"sebaga:{ szﬁah ‘satu penyedia \jasa
_bantuan “hukum - bilamana akses
- menuju pengacara terbatas. Untuk
‘memenuhi’ maksud ini, dengan
“melalui ¢ konsultasi dengan

‘peradilan © “dan asosiasi-asosiasi
profesional,” 'negara—negara harus

'-a) Untuk ‘menyusun, bilamana

'_"'f_'peran  yang e

. __"penyedxa jasa bantuan hukum o
~ serupa di- dalam menyediakan
ojasa banman hukum_.bﬂamana_ e

masyarakat = sipil, badan-badan

mengambil langkah—langkah
sebagal berikut:'* S

“dipandang tepat, skema jasa
- paralegal untuk diterapkan di

- seluruh ‘wilayah negara dengan
kurikulum pelatihan yang telah
distandarisasi  dan  skema

- akreditasi, termasuk penyaring-
an dan pengececkan atar
belakang kegiatan/pengalaman
masa lalu calon paralegal;

b) Untuk menjamin bahwa
standar-standar mutu bagi jasa-
jasa.paralegal ditetapkan dan
bahwa paralegal menerima
pelatihan yang cukup memadai
dan  bekerja di  bawah
pengawasan pengacara yang
ahli/piawai;

¢) Untuk menjamin ketersediaan
mekanisme monitoring dan
evaluasi untuk menjamin mutu
jasa vyang disediakan oleh
paralegal;

d) Untuk meningkatkan, melalui
konsultasi dengan masyarakat
sipil dan badan-badan
peradilan, pengembangan




_. Laidah tata Iaku yang menglkat._ S
' semua’ paraiecal yang bekerja di o
SlStE':In _ peradﬂan_

'::'ilncrkungan
~tindak keja ahatan

3) Untuk menetapkan jems—Jems_
jasa bantuan hukum yang bisa =
- disediakan oleh _paralegal dan

L Jemsn}ems jasa: bantuan hukum
Siyang - harus &
:d_ls_edlak_a_n
+kecuali jika peﬂenman seperti
“+itu-magih di dalam kompetensz
1.'pencrad1lan . atau’  asosiasi

.. pengacara;

f) Uatuk menjamin - akses bagi

- ‘paralegal yang telah diakreditasi

yang ditugaskan untuk. mem-
‘berikan  bantuan - hukum  di

~ikantor-kantor - polisi dan
‘penjara-penjara, - fasilitas
penahanan - atau - pusat-pusat
“penahanan pra—peradllan dan
sebagainya;, '

g) Untuk memperbolehkan, sesuai
dengan hukum dan peraturan
nasionalnya, paralegal vang
telah  terlatih - sebagaimana
mestinya dan telah diakreditasi

* oleh pengadilan, berpartisipasi
di dalam sidang pengadilan dan
memberikan nasihat/saran
kepada terdakwa, bilamana tidak
terdapat kuasa hukum yang
untuk melakukan hal itu.

Secara yuridis formal di dunia
internasional, paralegal  sudah
diakui perannya sebagai salah satu
pembert bantuan hukum dalam
membantu masyarakat miskin. Jadi
fungsi dan peran paralegal telah
diakui dalam Prinsip-Prinsip dan
Panduan  Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Akses terhadap
Bantuan Hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana. Hanya sampai
sejauhmana paralegal itu memiliki
peran di dalam memberikan
bantnan hukum, hal tersebut

.Selnata,mata :'_.Z'
oleh pengacara,

: :':tentunya akan berbeda konsepnya

dl'masmg masmg neoma

2. fParaie aldi indenesxa B0
S DU Indonesaa sendm paralecral
" '-""31n3m111k1 kedudukan yang cukup
-+ unik; dismasa lalu ia lebih dikenal =
- denoan - pokrol )
fBambu dulu  di “adaptasi untuk
* ‘menjembatani kekurangzm tenaga -

bam’ou

© Advokat vang masth sangat sedikit

“ ' jumlabnya -di -

Indonesia. . Bila

= dibandingkan dengan luas wilayah

- “indonesia - dan jumlah * penduduk

- Indonesia -Z:_' maka  ketersediaan
% Advokat “terkait©  dengan
aksesibilitas " -masyarakat miskin

terhadap Keadilan memang masih

- - ‘minim. ‘Sehingga peran Paralegal

C3.

memang masih penting dan pasti
juga dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun pada 'saat yang sama

~memberikan peran yang besar dan
- mendudukan

‘Paralegal dalam
kedudukan - yang setara dengan

Advokat tentu menJad1 masalah
'--besar

Eksistensi dan Peran Paralegal
dalam _ Pemberian  Baniuan
Hukum '

Di  dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan« Hukum, keberadaan
paralegal sudah diakui di dalam
Pasal 9 huruf a, yang mengatur
bahwa Pemberi Bantuan Hukum
berhak  melakukan  rekrutmen
terhadap advokat, paralegal, dosen,
dan mahasiswa fakultas hukum.
Ketentuan tersebut memberikan
ruang kepada Pemberi Bantuan
Hukum bahwa dalam melaksana-
kan bantuan hukum bagi orang
atau kelompok orang miskin,
Pemberi Bantuan Hukum bisa
melibatkan ~ paralegal  dengan
merekrut mereka dari komunitas-

‘Pokrol




. komunitas . 'dilnaijé par&iegai “itu

_ | ;.-_’berasal artmya dan paralegai yang
- berbasis - masyarakat -Meskipun

begitu,. penﬂuatan paxalegai itu

i sangat dlperlukan L odemi
L _-__membenkan pelayanan . yang
©..berkualitas. Karena jika kita ingin
Ui __;membenkan pelayanan vang

- berkualitas, maka paralegalnya pun

' f:harus ‘yang berkualitas.
o Selanjutnya di dalam Pasal 13

| Pemturan Pemerintah = Republik

: . Indonesia/Nomor 42 Tahun 2013

- tentang/ Syarat. dan . Tata Cara
---Pemberian. Banfuan :Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

diatur sebagai berikut: -

-_.(1) Pemberian Bantuan Huokum

- secara litigasi dilakukan oleh
. ‘Advokat - yang - berstatus
- sebagai  pengurus Pemberi
Bantnan Hukum  dan/atau
Advokat vang direkrut oleh

-~ Pember Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah Advokat
yang terhimpun dalam wadah
Pemberi bantuan hukom tidak
memadal dengan banyaknya
jumlah. Penerima  Bantuan
-Hukum, , Pemberi Bantuan
Hukum dapat merekrut
paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultasthukum.

(3) Dalam melakukan pemberian
dan Bantuan Hukum,
paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakuoltas hukum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus melampirkan
bukti tertulis pendampingan
dari  Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus telah lulus mata
kuliah hukum acara dan
pelatihan paralegal.

; - Ketentuan .7.ini . menentukan -
v bahwaPemberi Bantuan Hukum
- dapat . merehut paralegal apabila = o
~jumlah - ‘advokat- yang terhimpun
iodalam . wadah - Pemberi . Bantuan
. Hukum tldak memadai dengan
_jumlah Penerima Bantuan Hukum,
. . karena memang. peran paralegal
- .nasih dibutuhkan ‘karena keter-
- sediaan Advokat - yang belum
~merata di seluruh Indonesia. Bila
.dibanding dengan -luas wilayah

Indonesia dan jumlah penduduk
Indonesia  maka  ketersediaan
Advokat terkait dengan
aksesibilitas masyarakat miskin
terhadap keadilan memang masih

- minim. Jadi bisa dikatakan bahwa

peran Paralegal memang masth
penting dan pasti juga dibutuhkan
oleh masyarakat. Namun pada saat
yang sama memberikan peran yang
besar dan mendudukan Paralegal
dalam kedudukan vyang setara
dengan Advokat tentu tidak tepat
pula.

Oleh  karena itu, di dalam
aturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Bantuan Hukum yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pembeman Bantuan
Hukum dan _Penyaluran Dana
Bantuan .Hukum pada Pasal 13
ayat (3) bahwa Paralegal dalam
melakukan pemberian  bantuan
hukum harus melampirkan bukti
tertulis pendampingan dari
Advokat, jadi sepanjang Paralegal
berada di bawah pengawasan
Advokat, maka dibolehkan untuk
melakukan pemberian  bantuan
hukum. Dan menurut Pasal 27
Peraturan Menteri Nomor 22
Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
diatur  bahwa  untuk  dapat
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'_fé'zmembenkaﬁ
- paralegal hams 11’1811’16[1111]1 syar at:
A _terdaftal pada _

. -'-_pa.ra}eged '
dengan

. olehi. :
S b Pemben Bantuan Hukum
‘2. perguruan tinggl,
3 Iembaga Swadaya masyara-
kat yang memberikan Bantu-
- /an Hukum; atan
4. lembaga pemenntah yang
menjalankan fungsinya di
o bidang hukum.
e tunduk dan patuh terhadap kode
- letik pelayanan Bantuan Hukum
‘paralegal vang dibuat - oleh
“Pemberi Bantuan  Hukum
tempat - paralegal  tersebut
terdaftar. -
_ - Ketentuan tersebut mensyarat-
- kan bahwa Paralegal sebagai salah
satu -~ Pelaksana Bantuan Hukum
harus tergabung dan terdaftar pada
salah “‘'satw* Pemberi Bantuan
“Hukum “yang’ terakreditasi, telah
‘mengikuti pelatihan paralegal yang
dibuktikan dengan ‘sertifikat dan
harus patuh terhadap Kode FEtik
- Pelayanan Bantuan Hukum
Paralegal yang dibuat oleh
- Pemberi Bantuan Hukum tempat
paralegal tersebut terdaftar. Tetapi
faktanya di lapangan, belum ada
standar yang seragam mengenai
paralegal  ini, masing-masing
Organisasi  Bantuan  Hukum
memiliki standar yang berbeda-
beda. Saat ini ada beberapa model
praktik paralegal di Indonesia.
Contohnya, model  paralegal
berbasis komunitas seperti yang
dijalankan Yayasan Tifa bersama
para mitranya, dan model paralegal

5'-Baxztuan Hukum

satu i

.-;-;-._{e}ah menglkutl Pé_la.ti_han_ e

yang  dibukfikan
. sértiﬁkat pelatihan
- paralegal yang d1selengga1akan_

“yang ‘terikat dengan Organisasi: - .-
- Bantuan Hukum (OBH). Keduanya_;f'_..} e
memiliki - kelebahan odan
'-;ikekuranoannya ~masing-masing,
- karena itu- d:lbutuhkan tandansasx i
wssspengaturan - untuk
"'._"-_paralegal dilapangan. SRR
. Oleh karenavitn, unluk mem~
: __.;benlxan ‘bantuan © hukum yang:
B me_menuhl kebutuhan ‘penerima - -
© bantuan - hukum, “diperlukan .
: 'pembmaan bacz paraiesal kbusus-
*_nya mengenai peran, Tungsi, dan
- -kompctcnm ‘paralegal - dalam
- melayani pembenzm bantuan,
“hukum, “sehingga ‘perlu disusun
_ spetunjuk peiaksanaa.n sebagai
- pedoman - dalam " melaksanakan
Cstandar ~ bagi paralegal untuk
- memberikan - bantuan  hukum.
Maksud petun}uk pelaksanaan ini

adalah sebagai pedoman bagi
paralegal dalam melaksanakan
pemberian bantuan hukum untuk

orang/kelompok - miskin sebagai-
‘mana amapat < Undang-Undang
“Nomor 16" Tahun 2011 Tentang

Bantwan Hukum, ‘dan Peraturan

“Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- Tujuan ‘petunjuk pelaksanaan ini

adalah™untuk memberikan bantuan
hukum yang memenuhi standar
kebutuhan  penerima  bantuan
hukum. -
Menanggapi kebutuhan ini,
Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan
HAM RI dengan dukungan
Yayasan Tifa telah
menyelenggarakan lokakarya
perumusan petunjuk pelaksanaan
yang diadakan di Park Hotel,
Jakarta, pada awal Desember 2013
dan awal Maret 2014. Hal-hal
penting yang dibahas mencakup

; emb&ntu I




*beberapa hal_,_
paralegal - da
- kompetensi . dan

" standar operaswnai pengawasan

- lokakarya = adalah. rancangan

L -berlanjut untuk penyempumaan
.._f:-_:'1ancangan ' dan petunjuk
.o pelaksana-an. mencénal peran,
"_...-_.:___ifungsx, dan kompetensx paralegal
' - Sehingga. dengan adanya
: petun_]uk pelaksanaan ;ini  maka
.diharapkan .ada pedoman dalam
- melaksanakan - standar bagt
. paralegal . untuk . . memberikan
' bantuan hukum sesuai amanat
- ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum.

E) l’enutup Gl
- DA, Kemmpulan _ :
Berdasarkan pembahasan di
atas, dapat disimpulkan bahwa;
1. bahwa :eksistensi dan peran
paralegal - sudah diakwi di
- beberapa, negara  di- dunia
bahkan - “eleh . Perserikatan
.. Bangsa-Bangsa, - (PBB),
..-keberadaan . paralegal telah
.diakui di dalam Prinsip=Prinsip
dan . Panduan  Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Akses
terhadap Bantuan Hukum dalam
Sistem Peradilan Pidana pada
tahun 2012.
2. Bahwa eksistensi dan peran
- paralegal dalam  pemberian

' Lomumtas S
pend;dﬂ{an o

dan Lelembagaan Hasﬂ “dari
'-_."'petunJuk pelaksanaan .peran, - -

L - fungsi; dan kompeten31 paualegal o
-Dan lokakarya ini masih akan terus ...

* Bantuan  Hukum %, dimana

- paralegal tersebut direknt serta
- selalu dibina -agar memenuhi
. -standar . -kebutuhan penerima

bantuan hukum.

A Sarah- ) .. .
.. 1. Bahwa . dalam rangka

pembinaan - paralegal di-
- butnhkan . kerjasama serta
- koordinasi yang baik antara

lembaga  pemerintah vang

. menjalankan fungsinya di
bidang hukum (Kementerian

Hukum dan HAM),

Organisasi Bantuan Hukum
. serta lembaga Swadaya

. Masyarakat yang memberi-
kan bantuan hukum.

2. bahwa diharapkan petanjuk
pelaksanaan mengenal peran,
fungsi, dan _ kompetensi
paralegal _dapat  segera
terealisasi. sehingga ada
pedoman yang jelas dan
seragam  bagl  paralegal
dalam melaksanakan pem-
berian bantuan hukum sesuai
amanat dari Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 201}
tentang Bantuan Hukum.

~ bantuan hukum pasca berlaku-
- nya Undang—Undan,_, Nomor 16~
. Tahun 2011 tentang Bantuan
S -;ﬁHukum dan peraturan peraturan k g
e ;.-f=pelaksanaannya ‘sudah -diakui
=pula_walaupun perannya tetap -
. harus dalam . pengawasan seria
. "-_-pendampmfran dati ~ Advokat - -
. mavpen ¢ dari % Organisasi




o ! -.:'fUnd&nmUndang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- :-Buana Bambang Tndahana dkk Panduan Pelanhan Pmalegal J akauta _Yayasan T F/

.Lenm Achnas (Pener}emah) Palalecai measzs Masymakdt Pedoman Bag Para. ?raktisJ .
- Jakarta, Yayasan TEFA 2013. : i i, LR S

B .'Peratulan Pemeuntah RI Nomcn 42 Tahun 2{)13 tentang Syarat dan Tata Card Pembenan o :.ﬁ_
' Bdntuan Hukum dan Penyalman Dana Bantuan Hukum : T . : IR

| Peraturam Mentem Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentancr Tata Cara VerlfikaSJ. |
o - dan Akreditasi Lerabaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan
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